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ABSTRACT

Social media has recently been abuzz with the presence of rogue social network
users posting blasphemous content. The problem in this thesis is how the crime of
disseminating information that causes division between religious communities is
defined, how those who disseminate information that causes division between
religious communities are held accountable, and what sanctions are imposed on
those who_disseminate information that causes division berween religious
communities. This research is normative, that is, rescarch that uses laws and
regulations as a basis for solving the problems presented. The data used is
secondary data, and the data collection method used in this research is library
research. The data analysis used is qualitative daa. Based on the research resul,
it is understood that the criminal provisions for the dissemination of information
that causes division between religious communities are regulated in Articles 156
and 156a of the Criminal Code and specifically blasphemy committed on social
networking sites is regulated in Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016
concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and
Electronic Transactions while the criminal provisions are regulated in Article 45
paragraph (2). Accountability for the dissemination of information that causes
division between religious communities can be requested if it fulfils the elements
stated in Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning
Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Flectronic
Iransactions, namely that every person, intentionally and without rights,
disseminates information intended to cause hatred or hostility fowards certain
individuals and'or groups based on ethnicity, religion, race and inter-group
relations (SARA). Sanctions for thase who spread information that causes division
between religious communities are imposed under the Criminal Code (KUHP)
under the articles on provocation and incitement, and under the I'lectronic
Information and Transactions (I7E) Law, Article 45 of the ITE Law states that any
person who intentionally and without authority disseminates information intended
0 incite hatred or hostility on individuals andor specific community groups based
on eeligion, race, and intergroup relations (SARA) shall be punished with

isonment of 6 (six) years andior a maximum fine of Rp
illion rupiahy.
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ABSTRAK
PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU  PENYEBARAN INFORMASI YANG MENYEBABKAN PERPECAHAN ANTAR UMAT  BERAGAMA 

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2024 

INFORMASI  DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Oleh:

Mohammad Rian Anggara
(235114217)

Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan adanya pengguna akun jejaring sosial nakal yang mempostingkan penistaan terhadap agama. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tindak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama, bagaimana pertanggungjawaban terhadap penyebar informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama, bagaimana sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tidak pidana penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama diatur dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. dan secara khusus penistaan agama yang dilakukan di situs jejaring sosial diatur di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Pertanggungjawaban terhadap penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama dapat dimintakan apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan indiviu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Sanksi terhadap pelaku penyebaran informasi yang menyebabkan perpecahan antar umat beragama  dalam KUHP dijerat dengan pasal provokasi dan hasutan dan dalam UU ITE diancam dengan Pasal 45 UU ITE yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
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